Ahli Waris Lapangan Seteleng Minta Pembebasan Segera
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PENAJAM - Ahli waris pemilik lahan Lapangan Gunung Seteleng di Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta agar Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) PPU segera membebaskan lahan mereka. Sebelumnya, Pemkab PPU kalah
dalam gugatan perdata ahli waris terkait kepemilikan lahan tersebut, dan berlanjut dengan
perdamaian. Dalam perdamaian yang disepakati, Pemkab PPU bersedia membeli lahan
tersebut melalui proses pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBD PPU.
Namun hingga saat ini, ahli waris belum menerima kejelasan terkait pembebasan lahan.
“Ahli waris sudah menunggu cukup lama sejak perdamaian itu ditandantangani, tapi
belum ada kepastian dari Pemkab PPU kapan lahan seluas 6.327,1 meter persegi itu
dibebaskan,” kata Rokhman Wahyudi, kuasa hukum ahli waris, Senin (11/3).

Dia menambahkan, ahli waris sudah beberapa kali menanyakan kelanjutan proses
pembebasan lahan tersebut kepada Pemkab PPU, tapi belum mendapatkan jawaban
memuaskan.

Belum dibebaskannya lahan dengan ukuran panjang 78,5 meter (utara-selatan) dan lebar
80,6 meter (timur-barat) itu berdampak langsung kepada aktivitas masyarakat. Biasanya,
area lahan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti berolahraga, bermain, dan
kegiatan publik, kini tak dapat digunakan lagi. Masyarakat berharap sengketa lahan
tersebut segera diselesaikan agar Lapangan Gunung Seteleng kembali digunakan untuk
kepentingan umum.

Data diperoleh media ini kemarin, terhadap pembebasan lahan ini telah dibahas melalui
rapat koordinasi persiapan tahapan perencanaan pembebasan tanah untuk kepentingan

umum hasil kesepakatan perdamaian atas gugatan perdata dengan objek sengketa lahan
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Lapangan Gunung Seteleng, Kamis, 3 Agustus 2023. Rapat ini dipimpin Kepala Bidang
Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Kasno dan menyimpulkan
beberapa hal.

Pertama, dokumen yang dikirimkan kuasa hukum ke BKAD sudah memenuhi syarat
untuk tindak lanjut. Kedua, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan
melaksanakan kegiatan dokumen perencanaan pembebasan lahan dimaksud. Ketiga,
untuk anggaran perencanaan akan diusulkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Perubahan 2023 Dinas PUPR. Kasno pun sudah menyerahkan delapan dokumen
yang diperlukan untuk pembebasan lahan tersebut kepada Kepala Dinas PUPR PPU
Riviana Noor tertanggal 10 Agustus 2023 atau seminggu setelah rapat koordinasi.
Riviana Noor secara berjenjang telah mengirim surat berisi serah terima dokumen
perencanaan pengdaan tanah (DPPT) Lapangan Gunung Setelang kepada Kepala Dinas
Perunaham Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) PPU tertanggal 8
Desember 2023.

Sementara itu, Riviana Noor yang sejak Senin (26/2) menjabat Kepala Disperkim PPU
saat dihubungi media ini, Senin (11/3), mengatakan bahwa mencoba mengusulkan
melalui perubahan 2024 terkait perencanaan teknis ruang publiknya dulu terhadap
Lapangan Gunung Seteleng. “Nanti tahun 2025 baru akan dianggarkan pengadaan
tanahnya, karena kalau di perubahan ini kita usulkan untuk pengadaan tanahnya,
waktunya tidak mencukupi, sedangkan di anggaran murni 2024 saya lihat DPA Dinas
Perkim belum ada alokasi tersebut. Mungkin sambil kita proseskan penetapan lokasi
(Penloknya) dulu di tahun ini,” katanya. (far/k16)

Sumber berita:
1. Kaltim Post, Ahli Waris Lapangan Seteleng Minta Pembebasan Segera, 12/03/24

Catatan:
1. Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) diatur sebagai berikut:
a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk
kepentingan umum.
b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk
kepentingan umum.
2. Dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2023 (PP 19/2021) diatur mengenai pengalihfungsian lahan, sebagai berikut:
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(2) Pengalihfungsian lahan hanya dapat dilakukan dengan syarat:
a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan berkelanjutan yang
dialihfungsikan.

(5) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dilakukan dengan
pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Dalam Pasal 1 angka 12 PP 19/2021 diatur bahwa ganti kerugian adalah penggantian
yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola, dan/atau pengguna barang

dalam proses pengadaan tanah.
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